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Abstrak 
Saat ini, sebagian besar desa tidak memiliki kapasitas untuk mengelola dana mereka untuk menciptakan 
manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diinisiasi sebuah program yaitu Program Inovasi Desa untuk 
mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi lokal yang 
dapat memperlancar pembangunan desa dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian 
ini bermaksud untuk mengetahui efektivitas Program Inovasi Desa di Desa Bandung Kecamatan Banjar 
Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan gaya penelitian survei 
deskriptif yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Program Inovasi Desa 
dimaksudkan untuk mewujudkan desa yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat yang 
dipersembahkan untuk tiga tujuan utama. Tujuan utama dari Program Inovasi Desa adalah untuk 
mempromosikan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, mempromosikan kewirausahaan, dan 
meningkatkan tenaga kerja lokal. 
 
Kata kunci: Pemerintahan, Pelaksanaan, Inovasi Desa 
 

Abstract 
Currently, most villages cannot manage their funds to create benefits for the community. Therefore, a 
program was initiated, namely the Village Innovation Program to encourage local governments to be 
more creative and innovative in developing local potential which can facilitate village development and 
benefit the community as a whole. This study aims to determine the effectiveness of the Village 
Innovation Program in Bandung Village, Banjar District, Pandeglang Regency. This study used a 
qualitative method with a descriptive survey research style using observation, interviews, and 
documentation. The Village Innovation Program aims to create a village submerged in community 
empowerment dedicated to three main goals. The main objective of the Village Innovation Program is 
to promote economic development in the area, promote entrepreneurship, and increase the local 
workforce. 
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PENDAHULUAN 
Desa merupakan wilayah terkecil dalam 
struktur ketatanegaraan. Desa di setiap 
daerah diberdayakan berdasarkan hak asal 
usul, hak usul, dan kewenangan tingkat 
desa. Pandangan dunia yang berubah, yang 
melihat desa sebagai bagian penting dari 
globalisasi, telah membantu mengubah 
persepsi tentang desa di Indonesia. Dalam 
hal ini, pemerintah menegaskan akan me-
maksimalkan pembangunan desa dengan 
menerbitkan undang-undang yang akan 
menjadi panduan penting untuk menjelas-
kan situasi desa saat ini di dalam pemerin-
tahan. Harapan ke depan, desa tidak hanya 
menjadi bagian dari demokrasi kecil, tetapi 
berpeluang menjadi pemain utama dalam 
pembangunan nasional. 

Dalam rangka penyelenggaraan pe-
merintahan daerah yang diamanatkan oleh 
UUD 1945, pemerintah daerah mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan berda-
sarkan asas swakelola dan gotong royong, 
dengan tujuan mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat dengan mening-
katkan daya saing daerah. Mempertimbang-
kan prinsip demokrasi, keadilan, keadilan, 
keistimewaan, dan kekhasan daerah dalam 
sistem negara kesatuan Republik Indonesia. 

Efisiensi dan efektivitas penyeleng-
garaan pemerintahan daerah perlu diting-
katkan dengan lebih memperhatikan hu-
bungan antar pemerintahan dan/atau susun-
an pemerintahan daerah, potensi dan ke-
ragaman daerah, peluang dan tantangan 
persaingan global, dengan memberikan ke-
wenangan yang seluas-luasnya Otonomi 
daerah dalam satu kesatuan pemerintahan 
negara mengikuti pemberian pemerintahan 
sendiri dalam negara kesatuan Republik 
Indonesia dan dengan diundangkannya 
“UU Pemerintahan Daerah” telah membuat 
masyarakat penuh harapan akan terseleng-

garanya pemerintahan sendiri pada setiap 
daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah mem-
bagi urusan pemerintahan menjadi urusan 
pemerintahan mutlak, urusan pemerintahan 
paralel dan urusan pemerintahan umum. 
Urusan pemerintahan dibagi antara peme-
rintah pusat dan umum kabupaten/ kota. 
Terlihat bahwa pembangunan desa atau 
jalan merupakan salah satu tugas yang 
harus dilaksanakan oleh pemerintah kabu-
paten/kota. 

Salah satu urusan pemerintahan wajib 
adalah penyelenggaraan masalah pember-
dayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan 
kompetensi yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe-
merintahan Daerah. Berdasarkan hal terse-
but, pemerintah mengundangkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
yang disusun dengan semangat menjalan-
kan amanat konstitusi yaitu pengaturan 
masyarakat hukum adat. Dalam arti luas, 
kewenangan peraturan daerah dan daerah 
terkait kriteria standar kebebasan mengacu 
pada penyusunan peraturan dan pedoman 
departemen terkait pengembangan kawasan 
swadaya dan integrasi unsur pengelolaan 
swadaya lingkungan. menjadi desa adat. 

Selain itu,kedudukan pemerintah 
desa adalah mengeluarkan aturan tentang 
asas rekognisi dan subsidiaritas,rekognisi 
menghasilkan pengakuan terhadap kera-
gaman budaya sedangkan subsidiaritas ber-
kaitan dengan hubungan antara negara dan 
desa.Negara tidak lagi menguasai desa 
sepenuhnya, tetapi harus membiarkan desa 
mengelola dirinya sendiri.Tidak hanya itu, 
prinsip rekognisi dan subsidiaritas meng-
ubah hubungan antara negara dan desa Cara 
pengendalian/penertiban desa sebagai 
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pelaku utama pembangunan. Dari perspek-
tif “membangun desa”, peningkatan ke-
mampuan kader desa sebenarnya terbatas, 
kendala tersebut tercermin dari kewenang-
an pemerintah desa dan kelokalannya, sifat 
pemerintahan desa, peraturan dan kebijak-
an, dsb. Melambangkan jaringan pendu-
kung hukum yang terkait dengan peme-
rintahan desa 

Oleh karena itu, sifat dan penyeleng-
garaan,pelaksanaan,pengendalian,dan 
pemanfaatan kegiatan pembangunan desa 
tidak sepenuhnya ideal dan kurang berdam-
pak pada kesejahteraan rakyat. 

Inovasi desa adalah cara menciptakan 
informasi, keterampilan, dan pengalaman 
dari apa yang dicapai desa ketika mereka 
meningkatkan desa yang sudah ada atau 
baru, baik berupa barang atau jasa, secara 
berkelanjutan agar Pendapatan memberikan 
nilai tambah, pengembangan infrastruktur 
TI, pengelolaan sumber daya, sumber daya 
manusia dan ekonomi dan sosial budaya. 

Program Inovasi Perdesaan merupakan 
upaya pemerintah untuk mencapai agenda 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

PID bertujuan untuk meningkatkan ka-
pasitas desa dalam proses penyusunan dan 
pelaksanaan rencana pembangunan desa 
yang berkualitas sesuai dengan UU No. 6 
Tahun 2014 untuk meningkatkan produk-
tivitas masyarakat dan kemandirian ekonomi 
serta mengembangkan rencana pengembang-
an sumber daya yang berdaya saing. 

PID dilaksanakan oleh Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Keimigrasian (Kementrian Desa PDTT) 
bekerja sama dengan Unit Program Pem-
berdayaan dan Pengembangan Masyarakat 
Desa Provinsi (Satker P3MD Provinsi) dan 
didukung oleh APBN. Proses inovasi juga 
terkait dengan penemuan-penemuan baru 

teknologi berupa penemuan. Discovery 
dapat diartikan sebagai penemuan kompo-
nen baru, seperti alat atau ide yang ditemu-
kan oleh seseorang atau kelompok. Sedang-
kan invensi dapat diartikan sebagai penem-
uan yang telah dirasakan secara lokal dan 
kemudian diungkapkan pada saat itu. 

Untuk mempercepat pengentasan ke-
miskinan di tingkat desa melalui pengguna-
an dana desa yang lebih baik dan berkua-
litas, mulai tahun 2017 Kementerian Pem-
bangunan Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Keimigrasian meluncurkan 
Program Inovasi Tingkat Desa (PID). Oleh 
karena itu, dukungan pemerintah dan pe-
mangku kepentingan digunakan untuk me-
wujudkan kehidupan yang layak dan sejah-
tera bagi masyarakat pedesaan. Dalam hal 
ini, penyelenggaraan kesejahteraan masya-
rakat pedesaan membutuhkan inovasi. 

Inovasi yang dimaksud adalah upaya 
menciptakan metode dan proses baru yang 
memberikan nilai tambah bagi kehidupan 
dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dan 
kemajuan juga merupakan cara untuk me-
majukan desa, tanpa pembangunan yang 
terstandar, inovasi dan pengelolaan potensi, 
akan dihasilkan hal-hal yang biasa-biasa 
saja. 

Menurut Peraturan Menteri No. 48 
Tahun 2018 tentang Pembangunan Perde-
saan, Daerah Tertinggal dan Migrasi Re-
publik Indonesia, pedoman umum program 
inovasi perdesaan ditujukan agar masyara-
kat dapat hidup mandiri dan sejahtera. 

Strategi yang dikembangkan oleh 
struktur inovasi desa adalah merampingkan 
pengelolaan pada bidang; 

(i) Kewirausahaan dan pengembang-
an ekonomi lokal, (ii) Pengembangan sum-
ber daya manusia (pelayanan dasar dan 
kewirausahaan sosial) dan (iii) infrastruktur 
desa melalui: 
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 1. Penyediaan dana operasional dalam 
kegiatan pengelolaan keterampilan 
dan inovasi desa. 

2. Penyediaan peningkatan kapasitas 
teknis kepada desa-desa.  

3. Pengembangan sistem informasi pem-
bangunan desa.  
 

METODE PENELITIAN 
Metode yang di gunakan dalam penelitian 
ini adalah kualitatif diskriptif. Penelitian 
kualitatif deskriptif adalah penelitian yang 
bertujuan untuk memberikan deskripsi, 
gambaran mengenai fakta-fakta serta hu-
bungan antara fenomena yang diteliti, ter-
masuk hubungan kegiatan, sikap-sikap, 
pandangan-pandangan serta proses yang 
sedang berlangsung dan pengaruh dari fe-
nomena untuk menentukan hubungan ter-
tentu antara suatu gejala dengan gejala lain 

Metode pengumpulan data yang di-
gunakan dalam penelitian ini adalah obser-
vasi, wawancara, dokumentasi, dan triangu-
lasi, Triangulasi dapat diartikan sebagai 
teknik pengumpulan data yang bersifat 
menggabung kan dari berbagai teknik pe-
ngumpulan data dan sumber data yang telah 
ada dan penelitian ini di laksanakan pada 
bulan desember, adapun lokasi yang menja-
dikan sumber penelitian ini yaitu berada di 
Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupa-
ten Pandeglang Provinsi Banten 

Selain itu dalam teknik wawancara 
atau interview mencakup cara yang diguna-
kan untuk mencoba mendapat keterangan 
secara lisan dari seorang responden, wa-
wancara di lakukan pada hari Kamis 8 
Desember 2022, pukul 13.00 WIB di kantor 
Desa Bandung dengan: 
Nama : DEPI ERDIANSYAH, S.PD 
NIP : 19911217.20.2005.1000 
Jabatan : Sekretaris Desa 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konsep Pemerintah dan Pemerintahan 
Pemerintahan adalah seni,makna seni itu 
sendiri dapat dikatakan karena banyak pe-
mimpin dalam pemerintahan yang tidak 
berpendidikan pemerintahan, tetapi dapat 
berguna dan berkharisma dalam menjalan-
kan roda pemerintahan. Government ber-
asal dari kata government, pada dasarnya 
kata order memiliki empat komponen yaitu 
di dalamnya mengandung dua pihak 

 Keduanya saling terkait, pihak yang 
berkuasa memiliki otoritas, dan pihak yang 
diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah 
adalah kerangka kerja multi-proses yang tu-
juannya adalah untuk memenuhi dan mem-
pertahankan kebutuhan dan permintaan 
yang tak henti-hentinya untuk kepentingan 
publik 

Pemerintah mengacu pada pergerak-
an kekuasaan/kekuasaan di berbagai ruang 
publik, tidak hanya kekuasaan publik itu 
sendiri, tetapi juga aktivitas dalam berbagai 
tatanan kelembagaan yang dirancang untuk 
mengatur, mengontrol dan mengarahkan 
semua hal yang berkaitan dengan ruang 
publik seperti kepentingan warga, pemilih 
suara, dan pekerja. Tugas pemerintah ter-
batas pada otoritas politik secara eksklusif 
guna menjaga keharmonisan dan ketertiban 
umum melalui fungsi eksekutifnya.  

 
Pemerintahan Daerah 
Urusan pemerintahan diselenggarakan me-
nurut asas pemerintahan sendiri dan gotong 
royong serta asas pemerintahan sendiri 
yang seluas-luasnya dalam sistem dan prin-
sip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah-
an dengan pusat terdiri dari eksekutif, legis-
latif dan yudikatif, dan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dilakukan oleh DPRD 
dan kepala daerah. DPRD dan Kepala Dae-
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rah ditetapkan sebagai salah satu unsur Pe-
nyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
dikuasakan oleh rakyat untuk memberi we-
wenang kepada orang tertentu untuk melak-
sanakan urusan pemerintahan yang diserah-
kan kepada Daerah. Oleh karena itu,DRPD 
dan Direktur Daerah merupakan mitra seja-
jar dengan kapasitas dan fungsi yang ber-
beda. Dalam hal mengarahkan dan meng-
awasi proses penyelenggaraan pemerintah-
an yang menjadi kewenangan DPRD dan 
kepala daerah dibantu oleh badan-badan 
daerah, yang diatur secara keseluruhan 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk 
memudahkan pengaturan secara terpadu. 
Selain itu, tugas daerah otonom dan pe-
merintah provinsi adalah melaksanakan 
sistem desentralisasi dan pengelolaan ber-
sama yang khusus dilaksanakan di daerah 
otonom,yaitu; 
1.  Desentralisasi berarti pemerintah pusat 

menyerahkan urusan kepada daerah 
otonom menurut asas otonomi. 

2.  Desentralisasi adalah pendelegasian 
sebagian urusan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh pemerintah pusat 
kepada gubernur provinsi sebagai 
wakil pemerintah pusat, dan kepada 
instansi vertikal dalam bidang ter-
tentu,atau kepada gubernur dan bupati 
/wali kota sebagai penanggung jawab 
urusan pemerintahan umum.  

3.  Tugas pembantuan adalah tugas dari 
Pemerintah Pusat kepada daerah oto-
nom untuk melakukan beberapa 
Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat atau 
dari Pemerintah Daerah provinsi ke-
pada suatu daerah kabupaten/kota 
untuk melakukan beberapa Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewe-
nangannya.Dalam rangka melaksana-

kan peran desentralisasi, dekonstrali 
sasi dan tugas pembantuan, Pemerin-
tah Daerah menjalankan urusan pe-
merintahan konkuren, berbeda 
dengan Pemerintah Pusat yang me-
laksanakan urusan pemerintahan 
absolut. Urusan Pemerintah konkuren 
terbagi antarPemerintah Pusat, pro-
vinsi, dan Daerah kabupaten/kota. 
Pembagian urusan tersebut didasar-
kan pada prinsip akuntabilitas, efi-
siensi, dan eksternalitas, serta kepen-
tingan strategis nasional urusan pe-
merintahan tersebut yang menjadi 
dasar pelaksanaan otonomi daerah 
 

Pemerintahan Desa 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
dengan pengaturan khusus tentang hak asal 
usul. Penyelenggaraan pemerintahan desa 
merupakan subsistem dari sistem adminis-
trasi pemerintahan. Desa berhak mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat. 
Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penge-
lolaan desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan ne-
gara kesatuan Republik Indonesia. Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
diselenggarakan oleh pemerintah desa me-
nurut Pasal 25 Undang-Undang Desa 
Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa 
yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah 
kepala desa atau nama lain yang dibantu 
oleh kader desa atau disebut dengan se-
orang kepala desa. barang alias. Dalam 
Pasal 18 kekuasaan desa meliputi kekuasa-
an untuk mengatur pemerintahan desa, Me-
laksanakan pembangunan desa, pemba-
ngunan masyarakat desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa berdasarkan prakarsa mas-
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yarakat, hak asal usul dan adat desa. Me-
nurut Pasal 19, panitia desa meliputi: 
1.  Kewenangan berdasarkan hak asal-

usul. 
2.  Pemerintah daerah setingkat desa. 
3.  Kewenangan yang ditunjuk oleh 

pemerintah provinsi atau pemerintah 
kabupaten/kota. 

 4.  Kekuasaan lain yang diberikan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, atau 
pemerintah kabupaten/kota sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan. 
Salah satu faktor yang paling menen-

tukan keberhasilan atau efektifitas pemerin-
tahan desa adalah kepemimpinan, yang arti-
nya kepala desa sebagai pemimpin peme-
rintahan desa harus mampu menjalankan 
tugas dan kewajibannya serta mengelola 
perangkatnya dengan baik.  

 
Pengertian Inovasi Desa 
Secara etimologi inovasi berasal dari 
bahasa latin “innovare” yang kemudian 
diserap kedalam bahasa inggris “innova-
tion” yang artinya pembaharuan atau per-
ubahan,inovasi adalah suatu perubahan 
yang baru menuju kearah perbaikan, yang 
lain atau berbeda dari yang sebelumnya 
yang dilakukan dengan sengaja dan beren-
cana. Menurut kamus Merriam-Webstar 
Innovation atau inovasi adalah melakukan 
sesuatu dengan cara yang baru, memiliki 
ide at au gagasan untuk dilakukan (Mau-
lida, 2108: 27-28). Sedangkan menurut 
Everett M. Rogers dalam Udin Saefudin 
(2008:1) inovasi adalah suatu ide atau ga-
gasan, praktek atau objek benda yang disa-
dari atau diterima sebagai suatu hal yang 
baru oleh seseorang atau kelompok untuk 
diadopsi. Program Inovasi Desa (PID) me-
rupakan program berupa upaya Pemerintah 
dalam mewujudkan rencana dari pemba-

ngunan desa. PID juga bertujuan untuk me-
ningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan 
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang 
desa (UU Desa) dalam pengembangan dan 
perencanaan serta pelaksanaan pemba-
ngunan Desa secara berkualitas agar dapat 
meningkatkan produktivitas masyarakat 
dan kemandirian ekonomi serta memper-
siapkan pembangunan sumber daya yang 
memiliki daya saing.  

 
Tujuan Program Inovasi Desa 
Program Inovasi Desa (PID) bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas desa dalam 
mengembangkan perencanaan dan pelak-
sanaan pembangunan desa dari dana desa 
(APBDES) dan kegiatan inovasi pendapat-
an utama desa (PADes), serta meningkat-
kan pengetahuan dan keterampilan desa 
untuk pendidikan dan keterampilan yang 
berkualitas. 
-Tujuan Khusus PID 
1)  Meningkatkan kesinambungan peng-

gunaan dana di tingkat desa melalui 
pengelolaan dan kreativitas perenca-
naan yang sistematis, terencana dan 
partisipatif. 

2)  Meningkatkan kapasitas pemerintah 
desa untuk mengembangkan dan me-
laksanakan kegiatan peningkatan 
kreativitas dan penguatan desa secara 
lebih inovatif dan kualitatif. 

 
Program Inovasi Desa Bandung 
-Website Desa 
Gambar 1 foto Website Desa Bandung 
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Website desa adalah situs yang dibuat 
dengan tujuan untuk memuat semua infor-
masi tentang desa. Dengan adanya infor-
masi yang lengkap, masyarakat desa ban-
dung maupun yang berada dari luar desa 
lebih mudah mendapat akses mengenai 
desa dan tentunya resmi karena bersumber 
dari desa sendiri website desa dapat dijadi-
kan sebagai representasi atau wajah peme-
rintah desa di dunia digital, khususnya di 
platform web.Penggunaan website desa 
juga dapat diharapkan sebagai media pe-
nyebaran informasi dan pengumuman ke-
pada warga dengan lebih cepat serta dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya 

 
-Layanan jempol(jemput bola) 
Gambar 2 foto pelayanan jempol 

 
Layanan jemput bola merupakan prog-

ram apabila ada warga desa bandung yang 
ingin mendapatkan layanan administrasi 
tetapi tidak bisa datang ke tempat tersebut 
maka pemerintah desa akan menjemput dan 
mengantar warga menuju lokasi tujuan,salah 
satu contoh dari program ini adalah ketika 
ada warga desa bandung yang mengalami 
disabilitas dan ingin mendapatkan layanan 
administrasi tetapi tidak bisa datang,maka 
pemerintah desa akan menjemput dan meng-
antar warga disabilitas tersebut menuju lokasi 
menggunakan ambulance desa. 

 
-Layanan mandiri online (MANDOLIN) 
Gambar 3 foto pelayanan mandolin 

 
Mandolin merupakan program yang 

mengurus data yang berkaitan dengan surat 
menyurat dan mekanisme nya sendiri mem-
buat warga membuat sendiri jenis surat/data 
yang di butuhkan,salah satu contoh dari 
program Layanan Mandiri Online adalah 
ketika ada warga yang bekerja diluar kota/ 
pulau dan membutuhkan surat keterangan 
domisili maka warga tersebut tidak perlu 
pulang ke kampung untuk mengurus surat 
keterangan domisili, melainkan hanya de-
ngan menggunakan Layanan Mandiri 
Online dan prosedur pembuatan surat nya 
tersebut melalui website desa  

 
- Absensi masuk kerja yang bersifat 

barcode/aplikasi android 
Gambar 4 foto sistem absensi  

Desa Bandung 

 
Untuk perangkat desa bandung ketika 

masuk dan melaksanakan absensi kerja 
metode yang mereka gunakan adalah dengan 
menggunakan perangkat lunak yang diguna-
kan untuk mencatat dan mengelola kehadir-
an perangkat Desa Bandung melalui peng-
gunaan barcode dan scanner yang ter-sedia 
di meja kerja masing masing perangkat desa 
mealui aplikasi yang bernama SAMAK 
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(sistem absen masuk kerja) dan ketika 3 
bulan sekali maka akan dilakukan perekapan 
absensi dari semua perangkat desa 
- Aplikasi pengelolaan keuangan badan 

usaha milik desa (BUMDES) 
Gambar 5 foto aplikasi pengelolaan 
keuangan BUMDES Desa Bandung 

 
 
Pengelolaan keuangan badan usaha 

milik desa bandung (BUMDES) bukan lagi 
secara manual melainkan sudah di lakukan 
nya inovasi baru yaitu berbasis digital, 
dengan ini pemerintah desa Bandung dapat 
lebih mudah dalam melakukan pengelolaan 
keuangan dan manajemen administrasi 
BUMDes agar dapat dikelola secara profe-
sional dan terkomputerisasi 

 
- Saung Restorative Justice 

Gambar 6 foto Saung Restoratif Justice 
Desa Bandung 

 
Pemerintah bandung bekerja sama 

dengan kejaksaan Negeri Pandeglang 
dalam menciptakan program inovasi Saung 
Restorative Justice yaitu wadah untuk 
menyelesaikan suatu perkara pidana ringan 
melalui musyawarah dan mufakat dengan 
melibatkan pelaku,korban,dan keluarga 

yang bersangkutan untuk bersama-sama 
mencari penyelesaian yang adil secara 
kekeluargaan. 
- Dana Santunan Kematian 

Santunan Kematian adalah Program 
inovatif sebagai bentuk empati Pemerintah 
Desa Bandung terhadap keluarga dari 
warga nya yang di tinggalkan,pemberian 
dana santunan kematian sebesar 3 juta 
rupiah serta dana yang dipakai bersumber 
dari pendapatan asli desa (PADes). 

Gambar 7 foto Markeplace Desa 
Bandung 

 
Marketplace adalah platform pema-

saran produk elektronik yang menyatukan 
penjual dan pembeli baik itu masyarakat 
Desa Bandung maupun di luar desa untuk 
bertransaksi, jika penjual ingin berjualan 
online tidak perlu khawatir dan bingung, 
karena marketplace sudah menyediakan 
tempat untuk berjualan secara online. 
Hanya Cukup daftar untuk mulai menjual 
produk yang di inginkan dan semua proses 
sudah di tanggung oleh tim pemasaran. 
Penjual hanya perlu meningkatkan 
pelayanan dan promosi yang memungkinan 
akan lebih banyak barang yang terjual. 

Gambar 8 foto perpustakaan Desa 
Bandung Berbasis Digital 
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Perpustakaan digital adalah perpusta-

kaan yang utamanya menyimpan data/ 
informasi seputar desa dalam format digital 
dan dapat diakses melalui website Desa 
Bandung mengingat informasi tentang desa 
lebih mudah diakses melalui internet. 

 
Modal Inovasi Desa 
- APBDesa  

Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan 
Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Ke-
pala Desa bersama Badan Permusyawarat-
an Desa melalui Peraturan Desa,tahun ang-
garan APBDesa meliputi masa satu tahun 
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas 
bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan 
pembiayaan. 

 
- PADes (pendapatan asli desa) 

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 
2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa 
(PADes) merupakan pendapatan yang ber-
asal dari kewenangan Desa berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. 
Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil 
usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, 

gotong-royong dan lain-lain. PADes juga 
menjadi salah satu sumber pendapatan desa 
yang digunakan untuk memperkuat keuang-
an desa dalam pembangunan dan pengelola-
an desa. Maka dari itu optimalisasi penda-
patan asli desa sangatlah penting. Apabila 
PADes dapat ditingkatkan maka desa ter-
sebut juga akan mendapatkan dana penge-
lolaan dan pembiayaan pembangunan untuk 
desa tersebut sehingga dapat terwujud desa 
yang mandiri 

 
Potensi Desa Bandung 
Gambar 9 foto produk dari potensi per-
kebunan Desa Bandung 

 
Sebagian besar wilayah Desa Ban-

dung merupakan wilayah persawahan dan 
perkebunan berupa pandan cucuk, sektor 
perkebunan juga menjadi salah satu mata 
pencaharian bagi sebagian masyarakat Desa 
Bandung, baik mereka yang memiliki lahan 
atau yang tidak. Bagi mereka yang memiliki 
lahan, mereka menanami lahan-lahan terse-
but dengan tanaman pandan cucuk dan hasil 
dari perekebunan tersebut mereka kelola 
menjadi berbagai produk kerajinan seperi 
samak, kepok, kanderon, dan topi samak 
yang kemudian mereka jual kepada 
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BUMDES desa bandung dalam jumlah yang 
besar. 

Sedangkan bagi mereka yang tidak 
memiliki lahan, mereka juga bisa menik-
mati potensi di sektor perkebunan ini de-
ngan menjadi pemanen yang kemudian di 
kelola menjadi produk kemudian hasil ter-
sebut di bagi 2 dengan pemilik lahan, diha-
rapkan dengan adanya berbagai potensi di 
sektor perkebunan ini dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kebu-
tuhan pangan di Desa Bandung 

 
KESIMPULAN  
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pe-
nerapan program Inovasi Desa Bandung 
bertujuan untuk mendorong kreativitas desa 
yang lebih berkualitas melalui kegiatan pe-
ngembangan dan pemberdayaan masyara-
kat desa yang lebih inovatif dan tanggap 
terhadap kebutuhan masyarakat desa,oleh 
karena itu pemerintah Desa Bandung ber-
upaya mengembangkan inovasi untuk me-
ningkatkan kesejahteraan dan perekonomi-
an masyarakat agar desa Bandung menjadi 
desa yang mandiri 
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